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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR 554.2/331/4.12 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOYOLALI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan 

kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap 

penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan 

Standar Pelayanan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Boyolali tentang Standar Pelayanan pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Tahun 

2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  

4. Undang-Undang.... 
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  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149);  

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

  8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

 
11. Peraturan.... 
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  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 615); 

  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Secara Nasional; 

  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  

  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Mystery Shoppyng Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik; 

  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 708); 

  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 

  17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

  18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk 

Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

  

19. Peraturan.... 
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  19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 

2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244); 

  20. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik 

(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 

12); 

  21. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Boyolali Publik (Berita Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Boyolali meliputi jenis pelayanan: 

1. Fasilitasi Sengketa Informasi Publik; 

2. Penanganan Keberatan Informasi Publik; 

3. Penyusunan Daftar Informasi Publik; 

4. Permohonan Informasi Publik; 

5. Uji Konsekuensi Informasi Publik; 

6. Pengajuan layanan Hosting; 

7. Pengajuan Jaringan Baru; 

8. Pengajuan Sub Domain; 

9. Pengajuan VPS; 

10. Pengajuan Trobleshooting; 

11. Penitipan Dan Pengembalian Server; 

12. Pendaftaran.... 
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12. Pendaftaran VOIP dan Email bagi PNS dan Perangkat 

Daerah; 

13. Help desk; 

14. Back Up dan Restore Data; 

15. Perubahan Bandwidth; 

16. Perubahan Password Email; 

17. Penanganan Gangguan Server; 

18. Integrasi Sistem Informasi; 

19. Pengembangan Sistem Informasi; 

20. Pengarsipan Sistem Informasi; 

21. Akses Data center; 

22. Hak Akses TI; dan 

23. Pemberian Rekomendasi Teknis Cell Plan Menara 

Telekomunikasi. 

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh 

penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam 

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, 

aparat pengawasan, dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 

apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam 

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 

Ditetapkan di Boyolali 

pada tanggal 21 Juli 2020 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA KABUPATEN BOYOLALI, 

 

 

 

ABDUL RAHMAN 

 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Bupati Boyolali; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali; 

3. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali; 

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Boyolali; 

5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Boyolali; 

6. Pertinggal 


